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BUPATI LEBONG 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG 

HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KELANGKMN PROFESI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Menimbang 

KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah dapat memberikan 
Insentif / Honorarium Berdasarkan Be ban Kerja, 
Kelangkaan Profesi Tenaga Kesebatan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor l 199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman 
Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, dalam rangka 
mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan 
pelayanan kesehatan serta peningkatan efektifitas dan 
efisiensi pendayagunaan tenaga kesehatan, dibutuhkan 
status tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja; 

c. bahwa untuk rneningkatkan kesejahteraan dan motivasi 
kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan 
secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Lebong, perlu didukung dengan 
kinerja dan kualitas tenaga kesehatan; 

d . bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan / honorarium kepada tenaga kesehatan 
berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat 
tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium 
Berdasarkan Behan Kerja, Kelangkaan Profesi Tenaga 
Kesehatan. 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 0 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah~n 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Peraturan Pemeiintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengel~laan KcuangRn Daerah (Lcrnbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tnhun 20 I <J Nornor 42, Tambahan 
Lembamn Ncgnm Rcpublll< Indonesia Nornor 6322); 

Peraturan Prcsiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Pendayegunaan Dokter Spcsialis (Lcmbaran Negara 
Rept1blilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 981; 

Pera tu ran Menteri l<esehatan Nomor 
1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman 
Pengadaan Tenaga Keschatan Dengan Perjanjian Kerja 
di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Ookter 
Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1121); 

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan 
Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG HONORARIUM DAN 
fAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, 
KELANGKAAN PROFESI TENAGA KESEHATAN DI 
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 
LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong. 



3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Rumah Sakit U D . K b mum aerah yang selanJutnya dimaksud RSUD 

i:b upaten Le bong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ong. 
5 - Direktur adalah Direktur RSUD Lebong Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu . 
6 - T~naga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

7 • Badan Layanan Um urn Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah 
dalam memberikan pe1ayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibili tas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

8 . Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada 
PNS yang memiliki keterampilan khusus / keahlian tertentu dan 
langka. 

9. Dokter Spesialis Adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu 
bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan 
profesi dokter pascasarjana (Spesialis). 

10. Dokter Spesialis Dasar adalah dokter spesialis yang memberikan 
pelayanan medik yang meliputi dokter Spesialis Anak, Spesialis Bedah, 
Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan Spesialis Penyakit Dalam. 

11 . Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memberikan 
pelayanan untuk menunjang pelayanan medik yang meliputi Dokter 
Spesialis Anestesi. Spesialis Patologi Klin ik, Spesialis Patologi Anatomi, 
Spesialis Radiologi dan Spcsialis Rehabilitasi Medik. 

12. Dokter Spesialis Lainnya a tla lah dokter spesialis yang memberikan 
pelayanan meliputi Bedah Plastik, Bedah Syaraf, Forensik, Jantung, 
Jiwa, Kulit dan I<elamin, Mata, Orthopedi, Paru, Syaraf, THT-KL dan 
Urologi. 

13. Dokter Spesialis Puma Waktu PNS / Non PNS adalah dokter spesialis 
yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full 
time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

14. Dokter Spesialis Paruh Waktu PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS 
adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS di luar 
Kabupaten Lebong / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

15. Pendayagunaan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PGDS adalah 
dokter spesialis yang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan di 
RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara Puma Waktu. 

16. Dokter Spesialis Residence adalah dokter spesialis Residence yang 
bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

17. Dokter Umum / Dokter Gigi Puma Waktu PNS / Non PNS adalah dokter 
umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang 
bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

18. Dokter Umum / Dokter Gigi Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah dokter 
umum / dokter gigi _yang .status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang 
bekerja secara part time d1 RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

19. Dokter Internship adalah dokter umum yang sedang menjalankan tugas 
dari Kementerian Kesehatan / Lembaga Kesehatan di RSUD Kabupaten 
Lebong dan bekerja secara Puma Waktu. 



20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

, 

Penata Anastesi Puma Wnkt N PNS . - . u on adalah Pcnata Anastes1 yang 
status kepegAwa1annyA Non PNS yang bckerja sccara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setinp bulannya. 
Penata Anastesi . Pnruh Waktu Non PNS adalah Penata Anastcsi yang 
status kepegnwa,annya Non PNS yang bekcrja secara part time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Pranata Radiogrnfer Puma Waktu Non PNS adalah Pranata Radlografer 
yang status kepcgawainnnya Non PNS yang bekerja secara full time di 
RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Pranata Laboratotium Kcschatan Puma Waktu Non PNS adalah Pranata 
Laboratorium Kesehatan yang status l<cpegawaiannya Non PNS yang 
bekerja secara full time di RSUD Kabupa ten Lebong setiap bulannya. 
Apoteker Puma Waktu Non PNS adalah Apoteker yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Apoteker Paruh Waktu Non PNS adalah Apoteker yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Sanitarian Puma Waktu Non PNS adalah Sanitarian yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Petugas Proteksi Radiasi selanjutnya disingkat PPR Medik Paruh Waktu 
Non PNS adalah Petugas Proteksi Radiasi Medik yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Tenaga Fisioterapi Non PNS adalah Tenaga Fisioterapi yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Tenaga Elektromedis Puma Waktu Non PNS adalah Tenaga 
Elektromedis yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara 
full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Operator Sistem Infonnasi Rumah Sakit Puma Waktu Non PNS adalah 
Petugas Informasi Teknologi (IT dan Programer) yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Akuntan Paruh Waktu Non PNS adalah Akuntan dalam penyusunan 
laporan keuangan BLUD dan APBD Rumah Sakit yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Perawat Non PNS adalah Perawat yang status kepegawaiannya Non PNS 
yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap 
bulannya. 
Bidan Non PNS adalah Bidan yang status kepegawaiannya Non PNS 
yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap 
bulannya. 
Kesehatan Masyarakat Non PNS adalah Tenaga Kesehatan Masyarakat 
yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di 
RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Petugas Rekam Medik Non PNS adalah Petugas Rekam Medik yang 
status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
Petugas Farmasi Non PNS adalah Petugas Farmasi yang status 
kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 
Kabupaten Lebong setiap bulannya. 



37. 

38. 

39. 

Ahli Gizi Non PNS adalah At Ii a. I 
PNS yang bekerja sccarn f II, I IZ ynng BtAtus kcpegawaiannya Non 
bulannya. u t me di RSUD Kahupatcn Lebong sctiap 

Tenaga Harian LcJlA 1· ·d r T 
1 

. s e, A tnr sclrmjulnya c.Jiuingkat THLT adalah 
enagR rnnRn lcpns tcrclAftnr di Lingkungan Rumah Sakit Umum 

Daernh l<Rbu1mte11 LclJ . . . ong yang lctdnftar padR Badan Kcpegawa1an dan 
Pengembangan Sumbcr DnyA Manusin l<nuupatcn Lcbong. 
Tambahan pengho.silnn nclalRh tamhahan pcnghaAilan / insentif kepada 
ten~ga kcsehatan dan a.kuntan scrta operator sistcm informasi rumah 
sakit berdasarkan kelangkaan prof csi. 

BAB II 
MAl<SUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud dan tujuan pemberian honorarium dan tambahan penghasilan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas 
dan komitmen Dokter Spesialis, Doktcr Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, 
Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterafi, Bidan, Perawat, 
Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR Medik, Tenaga 
Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah 
Sakit dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan 
masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong. 

BAB Ill 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Tambahan penghasilan diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter 
Spesialis Puma Waktu dan Paruh Waktu (PNS dan PGDS), Dokter 
Spesialis Residence (Non PNS), Dokter Umum dan Dokter Gigi Puma 
Waktu dan Paruh Waktu (PNS). 

(2) Honorarium diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Umum dan 
Dokter Gigi Puma Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Penata Anestesi 
Puma Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Apoteker Puma Waktu dan 
Paruh Waktu (Non PNS), Radiografer Puma Waktu dan Paruh Waktu (Non 
PNS}, Pranata Laboratorium Kesehat.an (Non PNS), Bidan (Non PNS), 
Perawat (Non PNS), Kesehatan Masyarakat (Non PNS), Rekam Medik (Non 
PNS), Farmasi (Non PNS), Gizi (Non PNS), PPR Medik Paruh Waktu (Non 
PNS), Fisioterapi (Non PNS), Tenaga Elektromedik Puma Waktu dan 
Paruh Waktu (Non PNS), Sanitarian Puma Waktu (Non PNS), Akuntan 
dan Operator Sistem Inforrnasi Rumah Sakit Puma Waktu (Non PNS) yang 
bekerja/memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong. 

BAB IV 
KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAY ARAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN 

Pasal 4 

(1) Tambahan Penghasilan dan Honorarium diberikan kepada Tenaga 
Kesehatan dan Ten~ga Penunjang Kesehatan yang berstatus PNS dan 
Non PNS yang bekeIJa secara purna waktu dan paruh waktu. 



(2) Ketentuan mengenai Pemberian Ho . 
Tenaga Penunjang l<esehatan norarium bag1 Tenaga Kesehatan clan 

Kabupaten Lebong diberik iang berstatus Non PNS dan PNS di luar 

RSUD Kabupaten Lebong d:~ erdasarkan Pcrjanjian Kerjasama a nta.ra 

dan/atau SK THLT. gan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan, 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

KKetenhtuan mengenai Pemberian Tambahan 
ese atan yang b t t Penghasilan bagj Tenaga 

. ers a us PNS Kabupaten Lcbong dihltung dengan 
memK pert1mbangkan hal-hal sebagai berikut . 
a. elangkaan Profesi· · 

b. Beban Kerja Profesl; 
c. Kedisiplinan; dan 
d . Penilaian Kinerja. 
Kedisiplinan dan Pe ·1 · K' • . . 
h m a ian mel)a sebaga1mana d1maksud pada ayat (3) 

uru'.. b dan huruf c adalah memenuhi kehadiran sesuai dengan 

kew~_p_ban sebagai PNS dan pelaksanaan tu gas f ungsi dalam satu masa 

pen_ilruan (satu bulan), dengan memperhatikan indikator sebagai 
benkut: 

a. Indikator tingkat kehadiran, didasarkan atas tingkat kehadiran 

dalam melaksanakan tugas setiap hari kerja, berdasarkan absensi 

atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa 
penilaian (satu bulan). 

b. Besaran insentif yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran 

yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten 
Lebong. 

c. Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi, didasarkan atas pelayanan 

kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan profesinya yang 

dilaksanakan setiap harinya. 

Pasal 5 

Pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium bagi Dokter 

Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata 

Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterapi, Bidan, 

Perawat, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR 

Medik, Tenaga Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem 

Informasi Rumah Sakit dibayarkan setiap bulan. 
Pembayaran tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis Kunjungan 

dibayarkan setiap kunjungan. 
Dokter Spcsialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata 

Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterafi, Bidan, 

Perawat, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR 

Medik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Inforrnasi Rumah 

Sak.it harus mengisi daftar hadir setiap hari. 
Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh 

Direktur RSUD Kabupaten Lebong. 

BABV 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM 

BAGI TENAGA KESEHATAN 

Pasal 6 

Besaran maksimal pemberian tambahan penghasilan/insentif adalah sebagai 

berikut: 



I 

. ~· 

No;f- --- -;U;r~n~lr~m~----1,=------r-- --- ------. 
f-r 11M~~:;:;;;i::i::'-;;;-:-~--::---_ne~nr11n M11k~lmnl K L Doktcr Spcslnlis Dnsur Purna -;--~ :35~)i"Gii7ii~-+-;:~_::•!:.::lc:!r:H:n~gA:n:_ _ _j 

Wnktu PNS Lcl>ong . l~p. 35.000.000 • PNS 

122.. l□Dino.~klr~t~:r~~~J~>c~sft,~1 l~is~J;>t:c~n-t -111-:-.1,-in-g-- -~~~ ~~~OOO.OO(; _ 

~~~~:;~ urnn Wnktu J>NS /l1ulnn , PNS 

3. Doktcr Spcsinlls t • ·I-;-:--:--:~~----
WFtktu PNS Lcl~1~111nyn Purnn Rp. 20.000.000,- 1- ,::::l N:-:-:S:::----------1 
Dokter s • 1. ·--:----11 Ou Inn 4. 

pcsu11s Dnsnrdnn 1::1~ ~~~~::---+-- - -------1 
Spesialis Ancstcsi p W ,p. 30.000.000,- Non PNS/J>GDS 

5. Doktcr S~•siat· . D urnn nklu j Ou Inn 
W"ktu t''- n IS nsnr Pnruh n1~=p-. ::;-:30~_-;;:()-;:;;0~0--;;.o:-::o-=o-,-- +---------~ 

6 . 
"- PNS cJi luar J<ahupat.cn 

Dokt • s · r J_Oulun Lcbonit / Non PNS 
Mcdi~r pcsia 18 Pcnunjnng R~p-.-::2:-::5:-.0:-0:-0-.0- 0-0-,-_ - .,....:::::P~N~S'..!;d:..tJiu.lu_n!...:r!!:K:.!..n.!.b.!...:u~p:....a_Lc-n---1 

D kt S · , . J_□ulnn Lcbongj Non PNS 0 
er pesmlts Lamnya R::-p- .-=2=-=o-"-.o-o-o-.0- 0- 0- ,-_ --1--.::'.P:::.:N~S~tli lua r Ka bu paten 

/Bulnn Lcbong /Non PNS 

7. 

8. Doktcr Spcsialis Paruh Waktu R 
p, 5.000.000,- PNS di lua r Kabupat.cn 

9. Doktcr Spcsialis Residence 

10. Dokter Umum dnn Dokter Gigi 
Puma Waktu 

l l. Dokter Umum dan Dokter Gigi 
Paruh Waktu 

12. Doktcr Internship Puma Waktu 

13. Penal.a Anestesi Puma Waktu 

14. Penata Anestesi Paruh Waktu 

15. Apoteker Puma Waktu 

16. Apoteker Puma Waktu dengan 
SlPA 

17. Apotekcr Paruh Waktu dengan 
SIPA 

18. Pranata Radiogrnfer 

19. Prnnata Laboratorium 
Keschatan 

20. Kesehatan Lingkungan 

21. Petugas Proteksi Radiasi (PPR 
Medik) 

22. Tenaga Fisioterapi 

23. Tenaga Elektromedis 

24. Operator Sistem Informasi 
Rum.ah Sakit 

25. Akunta.n 

26 S 1 Keperawatan + Ners 

27 S1/ 04 Kebidanan 

28 S1 Kesmas 

/Kunjungan Lebong /Non PNS 

Rp. 15.000.000,­
/Bulan 
Rp. 6.000.000,-/ 
Bulan 
Rp. 5.000.000,-/ 
Bula n 
Rp. l.000.000,-/ 
Bulan 
Rp. 4.000.000,­
/ Bulan 
Rp. 2.000.000,­
/ Bulan 
Rp. 3.000.000,-/ 
Bulan 
Rp. 4 .500.000,-/ 
Bulan 
Rp. 2.500.000,-/ 
Bulan 
Rp. 3.000.000,-/ 
Bulan 
Rp. 1.500.000,-/ 
Bulan 
Rp. 1.500.000,-/ 
Bulan 
Rp. 3.000.000,/ 
Bulan 
Rp. 1.500.000,- / 
Bulan 
Rp. 1.000.000,- / 
Bulan 
Rp. 2 .500.000,-/ 
Bulan 
Rp. 4.000.000,­
/Keg.iatan 
Rp. 1.300.000/ 
Bulan 
Rp. l.300.000/ 
Bulan 
Rp. 1.200.000/ 
Bulan 

8 ka H Kuniungan/bln 
Non PNS 

PNS/Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 

Non PNS 
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Jij Sl Keperawatan 
Rp. 1.200,000/ Non PNS 30 Sl Gizi 1111ln11 

31 
Rp. 1.200.000/ Non PNR 

D3 Kcpcrnwo1nn IJulnn 

32 
Hp. 1.000.000/ Non PNS 

DJ l<cbidnnnn Hulnn 

33 
Rp. 1.C>00.000/ Non PNS 

D3 Fnnnasi Du Inn 
r~p. 1.000.0001 Non f>NS 

34 DJ Rckam Mcdik Dulnn 
l{p. 1.000,000/ Non PNS 
Dulan 

Pasal 7 

( l) Khusus Tenaga Kesehatan yang bcrstatus PNS Kabupaten Le bong, 
Pembayaran Tambahan Penghasilan perhari dihitun g dari Besaran 
:ambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 
JUmlah hari kerja dalam satu bulan berjalan. 

(2) Khusus Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong, 
Besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah Besaran 
Tambahan Penghasilan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikali jumlah kehadiran dalam memberikan pelayanan. 

(3) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Internship Puma Waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan tidak hanya di RSUD Kabupaten 
Le bong, tetapi juga bagi Dokter Internship di Puskesmas dalam Kabupaten 
Lebong. 

(4) Tambahan penghasilan dan honorarium bagi tenaga kesehatan di 
lingkungan RSUD Kabupaten Lebong tidak diberikan ata u dihentikan 
pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan: 
a. Sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan 

negara; 
b. Sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan; 
c. Tidak hadir kerja tanpa izin dan keterangan yang sah melebihi 14 

(empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan; 
d . Menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak dapat hadoo- bekerja selama sebulan penuh; dan 
e. Dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PERSYARATAN PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM 

Pasal 8 

Tambahan penghasilan dan honorarium diberikan kepada tenaga fungsional 
yang telah bekerja pada RSUD Kabupaten Lebong. 

Pasal 9 

(1) Tenaga kesehatan dan Tenaga Penunj~g Kesehatan yang berhak menerima 
honorariu m berdasarkan penugasan p1hak yang benvenang dan/atau Surat 
Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong. 

(2) I{husu s THL~. Tenag~ Kesehat~n di Li~gkungan RSUD Kabupaten Lebong 
diluar PerjanJ1an KerJa sebaga1mana d1mak~~d. pada ayat (1), pembayaran 
Honorarium mengacu pada Peraturan Bupati m1. 
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I Pasal 10 
I 
sesaran Tambahan Penghasilan d . 
Tenaga Penunjang Kesehatan an ~onoranu'?1 Tenaga Kesehatan dan 
besarannya dapat disesuaik d sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 6 

an engan kemampuan keuangan daerah. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 11 

~engan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong 
omor 1 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 5 Mei 2021 

,;,tau AT! LEBONGf 

I ANSORl 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 5 Mei 2021 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 22 


